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BUPATI TELUK WONDAMAPROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN  BUPATI TELUK WONDAMANOMOR 4 TAHUN  2016TENTANGTATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAPPEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

BUPATI TELUK WONDAMA,Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah,ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan gantikerugian daerah diatur dengan peraturan daerah danberpedoman pada peraturan perundang-undangan;b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya PeraturanPemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugiannegara/daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 63 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, yang menjadi pedomanpembentukan peraturan daerah tentang tata cara tuntutanganti kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara, makaperlu membentuknya dengan Peraturan Kepala Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadappegawai negeri bukan bendahara;
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Mengingat : 1. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukanKabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Yahukimo, kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, kabupaten BovenDigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten TelukBintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4245);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Republik  IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran   RepublikIndonesia Nomor  3851);3. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor47,  Tambahan Lembaran Negara Republik  IndonesiaNomor  4286);4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan    (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran  RepublikIndonesia  Nomor  4355);5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentangPemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004Nomor  66,  Tambahan  Lembaran Negara RepublikIndonesia  Nomor  4400);6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang BadanPemeriksa  Keuangan  (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun  2006 Nomor 85,  Tambahan  LembaranNegara Republik  Indonesia  Nomor 4654);7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5589);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ;9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang TataCara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimanatelah  dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 33Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4652);10. Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentangPengelolaan   Keuangan  Daerah  (Lembaran  NegaraRepublik  Indonesia  Tahun  2005   Nomor  140,  TambahanLembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
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13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  1997tentang  Tuntutan  Perbendaharaan  dan  Tuntutan  GantiRugi Keuangan  dan  Barang  Daerah;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun  2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun  2006tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;16. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  1997tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Permendagri  Nomor  5Tahun  1997.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTIKERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKANBENDAHARA.

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Teluk Wondama.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten TelukWondama.3. Kepala  Daerah  adalah  Bupati Teluk Wondama Wondama.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah  DPRD  Kabupaten Teluk Wondama.5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerahKabupaten Teluk Wondama dalam rangka penyelenggaraanPemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang,termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.6. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uangkartal dan uang giral.7. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupasertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lainyang sejenis.8. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baikyang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannyaataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapatdinilai,dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dantumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berhargalainnya.9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugasuntuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan,dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga ataubarang-barang negara/daerah.10. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiapwarga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara dilingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidaktetap;
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b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);c. pimpinan dan anggotan DPRD;d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;e. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangat desaatau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa ataubadan/organ lainnya/masyarakat lainnya.11. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.12. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalahsuatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukanbendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengantujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkanoleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikankewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsungataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuanganatau barang daerah.13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnyadisingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawaiyang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalamrangka penyelesaian kerugian daerah.14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnyadisingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeribukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya sertapihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/ataupengakuan bahwa kerugian negara/daerah akibat perbuatanmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebutmenjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugiannegara/daerah dimaksud.15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian KerugianSementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yangdibuat oleh Kepala Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin
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diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugiannegara/daerah yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawainegeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnyaserta pihak lainnya yang telah melakukan perbuatanmerugikan negara/daerah dimaksud.16. Surat Keputusan Pembebanan selanjutnya disingkat SKPadalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerahyang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebananpenggantian kerugian negara terhadap bendahara.17. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutankasus kerugian negara untuk sementara tidak dapatdilanjutkan.18. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Negara/Daerahadalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerahtentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah bagipegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabatlainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negarakarena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugiannegara/daerah.19. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawainegeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnyaserta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugiannegara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.20. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yangharus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeribukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya sertapihak lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.21. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dariadministrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak
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mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabiladikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajibandimaksud akan ditagih kembali.22. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhankewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yangmenurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasarpertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain:meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih,dinyatakan tidak bersalah atau alasan-alasan lain yang dapatdipertanggungjawabkan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yangproses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yangbersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.24. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalamkedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajibanuntuk seluruhnya atau sebagian.25. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinyadilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatiansehingga menyebabkan kerugian negara/daerah.26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkangugurnya kewajiban untuk mengganti kerugiannegara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugiterhadap pelaku kerugian negara/daerah.27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerahyang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atauakibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau akibat lainnya yang sah.28. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yangbersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yangmenyangkut fisik dan non fisik dipadang tidak mampumenyelesaiakan kerugian negara/daerah.
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BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2
(1) Semua pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat negaraatau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yangkarena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikankewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkankerugian negara/daerah baik yang dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.(2) Penggantian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan gantirugi.

Pasal 3
Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalampasal 2 pada ayat (1) berlaku bagi :a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkunganpemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);c. pimpinan dan anggotan DPRD;d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;e. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangat desa ataupihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organlainnya/masyarakat lainnya.

BAB IIIMAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGIPasal 4(1) Kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah,dibantu oleh MP-TGR.
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(2) MP-TGR sebagai dimaksud pada ayat (1) dibentuk danditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.(3) MP-TGR terdiri dari:a. sekretaris daerah;b. inspektur/kepala badan pengawasan;c. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asetdaerah;d. personil lain seperti asisten sekretaris daerah,kepegawaian, hukum, dan/atau unit kerja terkait.(4) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapatdiwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGRsetiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhandengan syarat dan jumlah harus ganjil.(5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkansumpah/janji dihadapkan Kepala Daerah sesuai denganketentuan dan tata cara yang berlaku.
Pasal 5

(1) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dibantuoleh sekretariat.(2) Sekretariat MP-TGR berada pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dariunsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah dan unsur instansi terkait yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Daerah
Pasal 6(1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporanmengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakantuntutan ganti rugi melalui sidang.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti  danmemeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeribukan bendahara;c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawainegeri bukan bendahara telah melakukan perbuatanmelawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinyakerugian negara/daerah;d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeriuntuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugiannegara/daerah;e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerahsebagai bahan pengambilan keputusan dalammenetapkan pembebanan sementara;g. menatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;h. memutus atas pengenaan ganti kerugian ataupembebasan ganti kerugian;i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan gantikerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada KepalaDaerah sebagai pertimbangan untuk menetapkanKeputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugianatau pembebasan ganti kerugian.
Pasal 7

Hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan,pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baikpengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diaturtersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB IVINFORMASI DAN PENGUNGKAPANPasal 8
Kerugian Negara/Daerah dapat diketahui dari berbagaisumber/informasi/laporan meliputi:a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsungatau kepala SKPD;b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional;d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Bagian PertamaPengawasan dan/atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala SKPDPasal 9
(1) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajibmeneliti setiap informasi yang diterimamengenai/berhubungan dengan kekayaan negara/daerahyang diurus/menjadi tanggung jawabnya.(2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengankekayaan negara/daerah yang diurus/menjadi tanggungjawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajibmeneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syaratuntuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGRnegara/daerah.

Pasal 10
(1) Setiap pegawai negeri atau pejabat yang karena jabatannyasebagai atasan langsung mengetahui bahwa negara/daerahdirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikankarena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan
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kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanamestinya sehingga mengakibatkan kerugian baginegara/daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannyasecara tertulis.(2) Bentuk dan isi laporan dibuat sesuai dengan Lampiran IPeraturan ini.
Pasal 11

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperolehinformasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,segera melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktianterhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untukmemastikan:a. peristiwa terjadinya kerugian negara/daerah;b. jumlah kerugian negara/daerah yang pasti;c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri, pejabat, pihakketiga atau piha k manapun);d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak;e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahanpertimbangan.(2) Bila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerahdapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkanbobot permasalahan kerugian negara/daerah.(3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmelibatkan unsur badan pengawasan/inspektorat.(4) Hasil penelitian/pemeriksaan/pembuktian mengenaikerugian negara/daerah dilaporkan kepada Kepala Daerahdan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) harisetelah kerugian negara/daerah diketahui.
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(5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acarapemeriksaan adanya kerugian negara/daerah.(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyimpanbukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengankerugian negara/daerah tersebut.(7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan tindakanpengamanan maupun upaya pengembalian kerugiannegara/daerah sesuai ketentuan peraturan ini.
Bagian KeduaPemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganPasal 12

(1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangandisampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukanpembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR atas nilaikerugian negara/daerah, perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.(2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan disampaikan kepada kepala daerah dandilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkunganBadan Pemeriksa Keuangan.
Bagian KetigaPemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern/FungsionalPasal 13

(1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat PengawasanIntern/Fungsional disampaikan kepada kepala daerah untukdilakukan pembuktian oleh MP-TGR melalui sidang MP-TGR
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atas nilai kerugian negara/daerah, perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.(2) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan AparatPengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada kepaladaerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlakudilingkungan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional.
Bagian KeempatPemeriksaan oleh Aparat Penegak HukumPasal 14

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pengembaliankerugian negara/daerah terhadap seorang pegawai negeri bukanbendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihaklainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapatdijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai dalam proses tuntutan ganti rugi.
BAB VPEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORANBagian KesatuPembuktianPasal 15

(1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untukmenindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melaluisidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakmenerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/ataupemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasilpemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaanoleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasilpemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
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(2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGRditetapkan dengan surat tugas.(3) Bentuk dan isi surat dibuat sesuai dengan Lampiran IIPeraturan ini.
Pasal 16

(1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal15 ayat (1), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidangMP-TGR atas laporan/informasi kerugian negara berdasarkanhasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsungatau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasanintern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegakhukum, untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugiannegara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggungjawab.(2) Pemeriksaan oleh MP-TGR dilakukan dalam sidang MP-TGRterhadap hal-hal yang diatur dan menjadi tugas dan fungsiMP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
Bagian KeduaPutusanPasal 17

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimanadimaksud dalam pasal 16 ayat (1) terbukti dan terdapat nilaikerugian negara/daerah, terdapat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diriyang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah,MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugianannegara/daerah.
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(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti,tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, tidak terdapatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dankeberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dandiputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusanpembebasan.(3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimakad pada ayat (1)dan ayat (2), MP-TGR dapat membebankan putusan tentangdisiplin pegawai negeri sipil.
Pasal 18

(1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari atau waktu ditentukan lain sejakMP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 ayat (1).(2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGRpegawai negeri bukan bendahara dapat dibebastugaskansementara dari jabatannya.(3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawainegeri bukan bendahara pengganti ditetapkan dengankeputusan kepala daerah.
Bagian KetigaPelaporanPasal 19

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalambentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalamwaktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusanditetakpan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasilpemeriksaan.
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BAB VIKEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAANGANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAHPasal 20
(1) Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yangdilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaanmenetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasanTGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan gantikerugian negara/daerah.(2) Pembebasan TGR dan pengenaan ganti kerugiannegara/daerah, tidak menutup kemungkinan untukdibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudianhari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup.(3) Bentuk dan isi keputusan kepala daerah tentang pembebasanTGR dan keputusan kepala daerah tentang pengenaan gantikerugian negara/daerah dibuat sesuai dengan Lampiran IIIPeraturan ini.

Pasal 21
(1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti keruiannegara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugiannegara/daerah.(2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaanganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugiannegara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.(3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuaidengan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 22
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(1) Kepala daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejakditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasanTGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan gantikerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuanpenyelesaian kerugian negara/daerah kepada BadanPemeriksa Keuangan dengan melampirkan keputusan kepaladaerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepaladaerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerahbeserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.(2) Selain keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR ataukeputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugiannegara/daerah, Keputusan Kepala Daerah dapatmembebankan putusan/keputusan tentang disiplin pegawainegeri sipil sesuai putusan MP-TGR.
BAB VIIPENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAHPasal 23

Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksuddalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:a. penyelesaian secara damai;b. penyelesaian secara paksa;c. penyelesaian secara perdata/pidana.
Bagian PertamaPenyelesaian Secara DamaiPasal 24

(1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upayadamai oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabatnegara, pejabat lainnya serta pihak lainnya/ahliwaris/pengampu dengan mengganti kerugian negara/daerah
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berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketikamaupun angsuran.(2) Penggantian atau pelunasan kerugian negara/daerah secaraangsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluhempat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.(3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan memintapernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SuratKeterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawainegeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnyaserta pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentangpengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan, danSKTJM sekurang-kurangnya memuat:a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwakerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya danbersedia mengganti;b. jumlah kerugian negara/daerah yang harus dibayar;c. cara penggantian secara tunai dan seketika;d. jangka waktu pembayaran;e. pernyataan penyerahan barang jaminan (jika ada);f. tempat dan tanggal surat;g. tanda tangan pegawai yangbersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris.(4) Pada saat pegawai negeri bukan bendahara atau pejabatnegara, pejabat lainnya serta pihak lainnya menandatanganiSKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajibmenyerahkan dokumen antara lain:a. daftar barang jaminan;b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;c. surat kuasa menjual.(5) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran VPeraturan ini.
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Pasal 25
(1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara,pejabat lainnya serta pihak lainnya tidak dapat melaksanakanpembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalamSKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) makajaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai denganketentuan yang berlaku.(2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangantersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yangbersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualanjaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yangbersangkutan.(3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM,pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hakdari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara,pejabat lainnya serta pihak lainnya menyerahkan hartakekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak ataubarang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian negara/daerah disertai dengansurat kuasa menjual.(4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yangditetapkan oleh instansi yang berwenang.(5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hakdari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara,pejabat lainnya serta pihak lainnya dalam waktu 24 (duapuluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberikesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasanmajelis pertimbangan.
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Bagian KeduaPenyelesaian Secara PaksaParagraf 1SKP2KSPasal 26
(1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalampasal 23 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh,tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjaminpengembalian kerugian negara/daerah.(2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Kepala Daerah segera mengeluarkan SKP2KSkepada yang bersangkutan.(3) Bentuk dan isi daftar kerugian negara/daerah dibuat sesuaidengan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 27
(1) Berdasarkan SKP2KS, Kepala Daerah melalui MP-TGRmelaksanakan kewajiban :a. memerintahkan pegawai yangbersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika;b. memerintahkan pegawai yangbersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapidengan surat kuasa untuk menjual.c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barangbergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yangbersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris.d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilanlainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan
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seketika sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapatdilaksanakan atau tidak mencukupi.(2) Keputusan pembebanan ganti kerugian negara/daerahtersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan carapembayaran tunai dan seketika.(3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidakmencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gajidan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yangbersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dandilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, danapabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yangberwajib untuk dilakukan penagihan paksa.
Pasal 28

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sitajaminan.(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yangberwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29

(1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.(2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.(3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR/KepalaSKPD.(4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sitajaminan (conservatoir beslag).
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(5) Sita jaminan dilaksanakan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahterbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yangberwenang.
Paragraf 2SKPPasal 30

(1) Kepala daerah mengeluarkan SKP apabila SKTJM/ SKP2KStelah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulansejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belumdiganti sepenuhnya.(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuaidengan Lampiran VII Peraturan ini.
Pasal 31

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) telahmempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.(2) SKP disampaikan kepada pegawai negeri bukan bendaharaatau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnyamelalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkaitdengan tanda terima dari pegawai negeri bukan bendaharaatau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya.
Pasal 32

(1) Berdasarkan SKP dari kepala daerah, pegawai negeri bukanbendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihaklainnya wajib mengganti kerugian negara dengan caramenyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka
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waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerimaSKP.(2) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabatnegara, pejabat lainnya serta pihak lainnya telah menggantikerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telahdisita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Pasal 33

SKP memiliki hak mendahului.
Pasal 34

(1) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sitaeksekusi.(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah terlampaui danpegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabatlainnya serta pihak lainnya tidak mengganti kerugian negarasecara tunai, Pemerintah Daerah yang bersangkutanmengajukan permintaan kepada instansi yang berwenanguntuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas hartakekayaan pegawai negeri bukan bendahara.(2) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukanpemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri bukanbendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulansampai lunas.
Pasal 35

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur lebih lanjut



Hal. 26 Himpunan Peraturan Bupati Teluk Wondama Tahun 2016

oleh Pemerintah Daerah, setelah berkoordinasi dengan instansiyang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualandan/atau pelelangan.
Pasal 36

(1) Apabila pegawai negeri bukan bendahara tidak memiliki hartakekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupiuntuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansiyang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugiannegara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampailunas.(2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masapensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentianpembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutanmasih mempunyai utang kepada negara dan taspen yangmenjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untukmengganti kerugian negara.
Paragraf 3SK PencatatanPasal 37

(1) Kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusanpencatatan apabila:a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahuikeberadaannya serta tidak ada keluarga;b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahuikeberadaannya.(2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuaidengan Lampiran VIII Peraturan ini.
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Pasal 38
Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerahberada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepadapengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas padakekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal daribendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan

Paragraf 4Wewenang PenerbitanSKP2KS, SKP dan Surat Keputusan PencatatanPasal 39
(1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkanoleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yangbersangkutan dalam hal kerugian daerah yang terjadidisebabkan dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendaharadi lingkungan pemerintah daerah.(2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkanoleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selakuBendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yangterjadi disebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah dan pihak lainnya.(3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkanoleh Kepala Daerah dalam hal kerugian daerah yang terjadidisebabkan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah dan Pimpinan dan Anggota DPRD.(4) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkanoleh Presiden dalam hal kerugian daerah yang terjadi
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disebabkan dilakukan oleh Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah.
Bagian KetigaPenyelesaian Secara Perdata/PidanaPasal 40

(1) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah telahmelewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugiandimaksud dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai ketentuanperdata.(2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaiankerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuanhukum acara pidana
BAB VIIIKADALUWARSAPasal 41

(1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayarganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diketahuinya kerugian negara/darah.(2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayarganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan)tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutanganti rugi terhadap yang bersangkutan.
Pasal 42

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli warisuntuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimanadimaksud dalam pasal 38 menjadi hapus apabila dalam waktu 3(tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan
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pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejakbendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggaldunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugiannegara/daerah.
Pasal 43

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupunyang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu denganlewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.
BAB IXPENGHAPUSANPasal 44

(1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP.(2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlahkerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalamSKTJM/SKP2KS/SKP.(3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuanpiutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB XPEMBEBASANPasal 45

(1) Dalam hal pegawai negeri bukan bendahara meninggal duniatanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugiannegara/daerah, yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
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yang dikenakan mengganti kerugian negara/daerah, makaMP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada kepaladaerah untuk pembebasan atau sebagian/seluruh kewajibanyang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.(2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri bukanbendahara atas kerugian Negara/daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan prosespersidangan MP-TGR.
BAB XIPENYETORANPasal 46

(1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugiannegara/daerah atau hasil penjualan jaminan harus melaluirekening kas negara/kas daerah.(2) Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah diserahkanmelalui penyelesaian secara perdata/pidana, kepala daerahmelakukan upaya agar putusan pengadilan atas asset yangdisita dan barang yang dirampas diserahkan kenegara/daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkanke rekening kas negara/kas daerah.(3) Terhadap penyetoran kerugian daerah yang berasal dariBLUD (badan layanan umum daerah) setelah diterima dalamkas daerah segera dipindahbukukan ke rekening BLUDbersangkutan.
BAB XIIPENAGIHANPasal 47
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Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihankerugiannegara/daerah.
Pasal 48

(1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeribukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya sertapihak lainnya yang karena perbuatan melawan hukumdan/atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkankerugian negara/daerah adalah:a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;b. SKP2KS; atauc. SKP.(2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan SuratPenagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan.(3) Bentuk dan isi surat penagihan dibuat sesuai denganLampiran IX Peraturan ini.
Pasal 49

Apabila penagihan kerugian negara/daerah mengalamikemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulanberturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkankepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.
BAB XIIIPELAPORAN PENYELESAIAN TGRPasal 50

(1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secaraberkala.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada BadanPemeriksa Keuangan.
BAB XIVAKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHPasal 51

Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapanpendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangkapenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakansesuai dengan ketentuan di dalam Standar AkuntansiPemerintahan.
BAB XVSANKSIPasal 52

Pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain serta pihaklainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugiannegara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksipidana.
Pasal 53

(1) Apabila putusan hakim pidana yang menjatuhkan sanksipidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadappegawai yang bersangkutan, maka putusan hakim tersebutdapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR.(2) Namun apabila putusan hakim perdata/pidana membebaskanpegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidakdapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawaitersebut dari sanksi TGR.
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BAB XVIKERUGIAN BARANG DAERAHPasal 54
(1) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah olehkarena force majeure atau keadaan diluar kemampuanmanusia antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tanahlongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh prosesalamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai,menguap dibebaskan dari ganti kerugian negara/daerah.(2) Kerugian negara/daerah atas uang atau barang daerah olehkarena hilang, pencurian, penodongan, perampokan,penggarongan dan lain-lain merupakan kelalain yang harusdikenakan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 55
Penyelesaian kerugian negara/daerah atas barang daerah atausebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilakukan denganpenyelesaian kerugian negara/daerah dengan peraturan ini.

BAB XVIIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 56
Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugiannegara/daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/kasdaerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atauyang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapatmengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihannegara/daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata carasesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 57
(1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeribukan bendahara yang terjadi pada saat belum berlakunyaPeraturan Bupati ini dapat dilakukan penyelesaiannya denganberpedoman pada peraturan bupati ini.(2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeribukan bendahara yang terjadi dan sudah dilakukanpenuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupatiini dapat dilakukan penyelesaiannya kembali denganberpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB XIXKETENTUAN PENUTUPPasal 58Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati inisepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiridengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya  dalam Berita DaerahKabupaten Teluk Wondama.
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Ditetapkan  di Rasieipada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasieipada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN TELUK WONDAMA

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 4


